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LAMPIRAN 1 

 

Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Presiden KSBSI 

Lokasi   :  

Waktu   :  

Nama   :  

Jabatan  : 

1. Pada tanggal 31 maret 2023 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU nomor 6 

tahun 2023 tentang cipta kerja, dimana UU tersebut awalnya adalah perppu no. 

2 tahun 2022. Bagaimana respon terkait alur pembentukan Perppu no.2 

menjadi UU no.6 tahun 2023 menurut internal organisasi KSBSI, Menolak ? 

a. Ya  

b. Tidak 

2. Ketika Informasi UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bagaimana bentuk 

pesan yang disampaikan oleh organisasi KSBSI, Menolak ? 

a. Ya  

b. Tidak 

3. Dalam melakukan penolakan KSBSI mengajukan gugatan melalui uji formil 

terhadap MK. Apakah nama nama aktor berikut : 1) Elly Rosita Silaban, 2) 

Dedi Hardianto, 3) Haris Manalu, 4) Saut Pangaribuan, 5) Abdullah Sani, 6) 

Parulian Sianturi, 7) Haris Isbandi, 8) Nikasi Ginting, 9) Supardi. Adalah nama 

nama aktor yang terlibat dalam jaringan penolakan terhadap UU tersebut ? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah UU tersebut berdampak buruk terhadap buruh ? jika iya bagaimana 

relasi yang terjadi di lingkungan organisasi KSBSI, Menolak ? 

a. Ya 

b. Tidak 

 



 

94 
 

Peneliti akan mewawancarai aktor organisasi yang terlibat dalam menolak UU 

No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja melalui kusioner, hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui siapa aktor yang central dalam organisasi KSBSI saat 

melakukan penolakan terhadap UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja tersebut 

dengan bentuk pedoman pertanyaan sebagai berikut: 

 

Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI 

Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja 

Lokasi   :  

Waktu   :  

Nama   :  

Jabatan  : 

 

Pertanyaan : 

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat 

dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta 

kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi 

dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di 

nomor yang disediakan). 

1) Elly Rosita Silaban 

2) Dedi Hardianto 

3) Haris Manalu 

4) Saut Pangaribuan 

5) Abdullah Sani 

6) Parulian Sianturi 

7) Haris Isbandi 

8) Nikasi Ginting 

9) Supardi 
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Setelah melakukan wawancara terstruktur, kemudian aktor yang central sudah 

diketahui, maka peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan 

bertanya terhadap responden untuk memastikan aktor yang central itu benar dan 

untuk mengetahui bagaimana relasi antar aktor yang digunakan pada saat 

melakukan penolakan tersebut, berikut pedoman pertanyaan sebagai berikut :  

 

Pedoman Wawancara Tidak Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi 

KSBSI Yang Terlibat Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja 

Pertanyaan Untuk Aktor Sentral: 

Lokasi   :  

Waktu   :  

Nama   :  

Jabatan  : 

Pertanyan :  

1. Dari nama-nama yang disebutkan salah satunya nama anda merupakan aktor 

yang central/dominan. Apakah anda sering dihubungi dan menghubungi 

teman teman yang lain dalam melakukan penolakan terhadap UU ini ?  

2. Kenapa anda banyak dihubungi oleh teman-teman yang lain, apakah anda 

memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, komunikasi, transaksi, 

emosional, atau kepentingan ? 
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Pertanyaan Sampling Purphosive untuk Aktor dalam organisasi KSBSI pada 

saat menolak UU no. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja:  

Lokasi   :  

Waktu   :  

Nama   :  

Jabatan  : 

Pertanyaan : 

1. Apakah aktor X benar menjadi aktor yang central pada saat 

melakukan penolakan terhadap UU tersebut ?  

2. Bagaimana relasi yang anda gunakan saat menghubungi aktor-aktor 

lain, apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, 

hirarkis, komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ? 

3. Gugatan formil KSBSI kan ditolak, lalu bagaimana perasaan anda 

selaku tim kuasa hukum ? dan apa sikap yang selanjutnya diambil 

KSBSI ? 

4. Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat dalam 

jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi transaksi 

antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ? 

5.  Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat dalam 

jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi kekerabaran 

antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ? 
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LAMPIRAN 2 

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA TERSTRUKTUR 
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

1. SENTRALITAS AKTOR (AKTOR YANG DOMINAN) 

ES (Peneliti) :  Dari nama-nama yang disebutkan salah satunya nama anda 

merupakan aktor yang central/dominan. Apakah anda sering dihubungi dan 

menghubungi teman teman yang lain dalam melakukan penolakan terhadap 

UU ini ? 

HM (Informan 1) : Saya sering dihubungi karena saya koordinator kuasa 

hukum KSBSI selaku pemohon pengajuan UU Cipta Kerja. 

ES (Peneliti) :  Apakah aktor X benar menjadi aktor yang central pada saat 

melakukan penolakan terhadap UU tersebut ? lalu, bagaimana relasi yang anda 

gunakan saat berkomunikasi dengan aktor X tersebut ?  

ERS (Informan 2) : Saya meminta Harris Manalu menjadi ketua dari tim kuasa 

hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut. Alesannya karena ia memiliki 

kapasitas yang baik dan dia adalah sosok king maker. 

PS (Informan 3) :  Pak Harris Manalu itu memiliki banyak relasi dengan kuasa-

kuasa hukum eksternal, sehingga saya dan tim kuasa hukum KSBSI sebisa 

mungkin mensuport ia tentang apa yang ia butuhkan. 

HI (Informan 4) : Pak Harris Manalu itu seorang pengacara yang 

kemampuannya tidak bisa diragukan lagi, jadi alasan mengapa Pak Harris 

Manalu menjadi aktor yang sentral karena memang ia layak. 

2. RELASI ANTAR AKTOR 

ES (Peneliti) : Kenapa anda banyak dihubungi oleh teman-teman yang lain, 

apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, 

komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ? 

HM (Informan 1) : Ini soal kepentingan, karena saya liat UU tersebut cacat 

formil, diantaranya kurang melibatkan partisispasi publik, makanya dengan 

alesan tersebut KSBSI menolak UU itu dengan mengajukan gugatan melalui 

uji formil. 



108 
 

 

ES (Peneliti) : Bagaimana relasi yang anda gunakan saat menghubungi aktor-

aktor lain, apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, 

komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ? 

ERS (Informan 2) : Tentunya kenapa saya menghubungi aktor yang lain, ini 

kan menyangkut kepentingan buruh, dimana dalam UU ini terdapat pasal-pasal 

yang merugikan buruh, selain itu juga ini merupakan tanggung jawab 

organisasi jadi saya selaku presiden memiliki hak untuk menugaskan anggota 

atau rekan-rekan lain untuk membentuk kuasa hukum dalam melakukan 

penolakan terhadap UU ini. 

HI (Informan 3) : Ini kan salah satu tanggung jawab kami selaku organisasi 

serikat buruh yang memiliki wewenang untuk mengkontrol regulasi yang 

dibentuk oleh pemerintah. 

S (Informan 5)Kami berdiskusi bersama, menentukan langkah langkah apa 

yang semestinya kita jalankan. 

ES (Peneliti) : Gugatan formil KSBSI kan ditolak, lalu bagaimana perasaan 

anda selaku tim kuasa hukum ? dan apa sikap yang selanjutnya diambil KSBSI 

? 

ERS (Informan 2) : Sedikit ada kekecewaan sihh, masalahnya semenjak 

dibacakan  diawal sudah ada indikasi bahwasanya tidak ada satu pun gugatan 

kawan-kawan serikat buruh  dikabulkan oleh MK, semuanya dianggap tidak 

beralasan hukum. Bahkan katanya dalam pembentukan sebuah undang-undang 

dari Perppu itu tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Keputusan nya 

kami akan maju lagi melalui Uji Materiil. 

HM (Informan 1) : Saya sangat kecewa, karena bagaimanapun saya agak 

kurang memahami, terlalu banyak pertimbangan dan pendapat Hakim bukan 

digali dari fakta-fakta di persidangan. Namum, apapun hasilnya jika sudah 

menjadi inkrah apalagi ini adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi, yaa  harus 

dihormati. 

ES (Peneliti) : Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat 

dalam jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi transaksi antar 

aktor KSBSI dalam menolak UU ini ? 
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S (Informan 5) : Tidak ada transaksi, bahkan kami (tim kuasa hukum KSBSI) 

sama sekali tidak dibayar, ini pure  soal kepentingan buruh. 

Es (Peneliti) : Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat 

dalam jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi kekerabaran 

antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ? 

PS (Informan 4) : Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal 

dari beda beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam 

orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika ada UU 

nomor 6 ini, yang dimana isinya kurang memihak terhadap buruh maka kami 

berkumpul untuk menolak ini. 
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LAMPIRAN 3 

CODING ANALISIS WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

No Jenis Relasi Keterangan Informan Informan Pembahasan Kuantitas 

1 Kepentingan “ini kan menyangkut kepentingan buruh, dimana dalam UU ini terdapat 

pasal-pasal yang merugikan buruh.” 

 

“Ini soal kepentingan, karena saya liat UU tersebut cacat formil.” 

 

 

“Tidak ada transaksi, bahkan kami (tim kuasa hukum KSBSI) sama 

sekali tidak dibayar, ini pure  soal kepentingan buruh.” 

 

“Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal dari beda 

beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam 

orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika 

ada UU nomor 6 ini, yang dimana isinya kurang memihak terhadap 

buruh maka kami berkumpul untuk menolak ini.” 

Informan 1 

(Elly Rosita 

Silaban 

 

Informan 2 

(Harris 

Manalu) 

 

Informan 5 

(Supardi) 

 

Informan 4 

(Parulian 

Sianturi 

Kata kepentingan digunakan  menjadi relasi 

antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI 

pada saat menolak UU Ciptaker terbaru. 

Kepentingan disini menyangkut kepentingan 

organisasi terutama kepentingan buruh. 

Karena dalam UU tersebut dianggap banyak 

merugikan buruh. 

 

 

- 

 

Kata kurang memihak terhadap buruh secara 

eksplisit mengarah pada kepentingan, 

sehingga aktor-aktor tersebut membentuk tim 

kuasa hukum untuk menolak UU no. 6 tahun 

2023 tentang cipta kerja. 

4 

2 
Hierarkis 

(otoritas & 

kekuasaan) 

“ini merupakan tanggung jawab organisasi jadi saya selaku presiden 

memiliki hak untuk menugaskan anggota atau rekan-rekan lain untuk 

membentuk kuasa hukum dalam melakukan penolakan terhadap UU 

ini”. 

“Ini kan salah satu tanggung jawab kami selaku organisasi serikat 

buruh yang memiliki wewenang untuk mengkontrol regulasi yang 

dibentuk oleh pemerintah.” 

Informan 1 

(Elly Rosita 

Silaban 

Informan 3 

(Harris 

Isbandi) 

Tanggung jawab merupakan bentuk 

wewenang organisasi, dalam hal ini organisasi 

memiliki otoritas untuk menolak UU tersebut.  

 

- 

 

3 
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“Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal dari beda 

beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam 

orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika 

ada UU nomor 6 ini, yang dimana isinya kurang memihak terhadap 

buruh maka kami berkumpul untuk menolak ini.” 

Informan 4 

(Parulian 

Sianturi) 

Maksud dari kata rang-orang yang mengerti 

hukum perburuhan berarti, orang-orang 

tersebut yang nantinya menjadi aktor 

penolakan memiliki otoritas atau hierarkis 

untuk melakukan penolakan terhadap UU 

tersebut. Selain itu orang-orang (tim kuasa 

hukum ksbsi) tersebut terkumpul dalam 

wadah organisasi, sehingga mereka 

membentuk tim kuasa hukum organisasi dan 

mengajukan gugatan terhadap MK. 

3 Komunikasi “Kami berdiskusi bersama, menentukan langkah langkah apa yang 

semestinya kita jalankan.” 

Informan 5 

(Supardi) 

Kata diskusi bersama merupakan kata yang 

mengarah pada interaksi antara aktor satu 

dengan aktor lainnya, hal tersebut dapat 

diartika relasi komunikasi terdapat pada relasi 

antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI. 

Karena bagaimanapun untuk menentukan 

strategi dan langkah-langkah yang digunakan 

dalam penolakan antar aktor sangat perlu 

untuk berkomunikasi. 

1 

4 
Emosional "Sedikit ada kekecewaan sihh, keputusan nya kami akan maju lagi 

melalui Uji Materiil.” 

 

 

 

“saya sangat kecewa, karena bagaimanapun saya agak kurang 

memahami, terlalu banyak pertimbangan dan pendapat Hakim bukan 

digali dari fakta-fakta di persidangan.” 

Informan 1 

(Elly Rosita 

Silaban) 

 

 

Informan 2 

(Harris 

Manalu) 

Sikap kecewa usai gugatan yang diajukan 

tidak dikabulkan menimbulkan relasi 

emosional, sehingga antar aktor dalam 

jaringan organisasi KSBSI melakukan 

gugatan lanjut, kali ini melalui uji formil. 

- 

2 
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LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA PENELITI DENGAN 

INFORMAN AKTOR KSBSI 

Dokumentasi foto wawancara dengan Ibu Elly Rosita Silaban Dokumentasi foto wawancara dengan Bapak Supardi 

Dokumentasi foto wawancara dengan Bapak Parulian Sianturi Dokumentasi foto wawancara dengan Bapak Abdullah Sani 

Dokumentasi foto wawancara dengan Ibu Nikasi Ginting 
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LAMPIRAN 5 

CURRICULUM VITAE 

 

Erik Setiawan 

Pandeglang, 42276 | 085215631282 

erik06setiaone00@gmail.com 

 

Bismillah. I was born in a village in Pandeglang Regency, a village that teaches 

the meaning of harmony between the environment and society. Being born from a 

simple family directed me to become someone who must be able to elevate the 

status of the family. Standing on my own feet, being sure of what I believe in, 

becomes capital in winning in every situation and condition. 

EXPERIENCE 

Operator Production in Pt Lapi Laboratories, Serang – Indonesia 

Feb 2018 – Present. 

Panimbang Sub-District Office Staff, Jan-March 2016. 

EDUCATION 

Bementery School (2005-2011) 

MI Muhammadiyah Pairloa 

Junior High School (2011-2014) 

MTs Muhammadiyah Bojongmanik 

Vocational High School (2014-2017) 

Mandala Panimbang (Computer Engeneering & Networking) 

Bachelor of Communication Science - Public RelationsSep 2020 - Sep 2024 

(Expected) 

University of Muhammadiyah Tangerang, Tangerang 

SKILLS 

Production buffer operator coordinator. 

person responsible for and managing data collection and handover of 

production waste. 

Expert in: public speaking, organisator, buffer operator, productions 

operator (mixing liquid , filling liquid). 

Intermediate in: forklift, wraiter, ms. office, canva. 

VOLUNTEER 

Wakil Ketua Jan 2015 - Jan 2018 

Dewan Kerja Ranting Panimbang 

become a scouting driver, especially in the Panimbang area and its 

surroundings.
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LAMPIRAN 6 

HASIL CEK TURNITIN 
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LAMPIRAN 7 

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 
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